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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memang telah memberikan ruang penyelesaian 

perkara melalui mekanisme perdamaian dan penghentian penyidikan. Namun, 

implementasinya masih terbatas pada kerugiaan yang bersifat materiil dan syayrat 

formil, sehingga belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak korban tindak 

pidana penganiayaan. Hal ini menimbulkan potensi konflik dengan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dab Korban, yang 

secara komprehensif menjamin hak korban termasuk perlindungan fisik, psikis, 

rasa aman, serta rehabilitasi media dan psikososial. Dengan demikian, Perpol No. 

8 Tahun 2021 belum sepenuhnnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan 

korban secara menyeluruh. 

2. Pengaturan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan 

perlu diarahkan pada harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014. Aspek yang  sangat penting adalah pengaturan mengenai kerugian 

immateriil berupa trauma psikis, rasa takut, gangguan emosional, dan hilangnya 

rasa aman korban. Saat ini, aspek tersebut belum diatur dalam Perpol No. 8 tahun 

2021, meskipun sudah diakomodasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban 

melalui mekanisme restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi yang difasilitasi 

LPSK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma agar Restorative Justice 
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benar-benar mencerminkan prinisp restitutio in integrum, yakni pemulihan korban 

secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada kerugian materiil. 

B. Saran 

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan Perpol No. 8 Tahun 2021 perlu 

menjadikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban sebagai rujukan utama agar hak-hak korban tidak tereduksi hanya 

pada aspek materiil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang 

menegaskan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan berbasis Restorative 

Justice harus mencakup perlindungan fisik, psikis, rasa aman, serta akses terhadap 

rehabilitasi medis dan psikososial, sehingga tidak menimbulkan disharmoni 

norma dan benar-benar berorientasi pada korban. 

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merevisi Perpol No.8 Tahun 

2021 dengan menambhakan pengaturan eksplisit mengenai kompensasi kerugian 

immateriil, mekanisme pemulihan psikologis, serta keterlibatan akitf LPSK dalam 

setiap proses Restorative Justice. Selain itu, pembaruan hukum melalui RUU 

kUHAP 2025 harus mengintegrasikan prinsip perlindungan korban secara lebih 

kuat, sehingga keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pemulihan yang 

komprehensif, adil, dan berpihak pada kepentingan korban tindak pidana 

ppenganiayaan. 
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